
 

1 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

 

Tugu PKK di Tanjung Laut Sudah 50 Persen 

 

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id   Sabtu,02/11/2024 

BONTANG – Progres pembangunan Tugu PKK di simpang empat Tanjung Laut 

mencapai 50 persen. 

Hal itu diungkapkan Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Robysai Manassa Malisa. 

Ia menuturkan, saat ini pengerjaan masih pada proses pembuatan dudukan ornamen. 

“Kalau progres terbesar yakni pada ornamennya. Sekarang masih dalam proses 

percetakan,” tuturnya. 

Meski begitu, ia tidak menyebut secara rinci waktu pemasangan ornamen tersebut. 

Diketahui, tugu ini nantinya dapat dilihat dari tiga sisi. Bagian bawah memiliki ornamen 

mandau atau senjata tajam sejenis pedang yang berasal dari kebudayaan Dayak, Kaltim. 

Kemudian, di atasnya ada penjabaran 10 program pokok PKK. Yakni penghayatan dan 

pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana 

rumah tangga. Kemudian pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan 

kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. 

Sementara bagian atas tugu juga dilengkapi dengan ornamen burung Kuntul Perak. 

Adapun proyek senilai Rp800 juta ini ditarget rampung Desember mendatang. Hal itu 

bersamaan dengan proyek pembangunan gedung PKK yang berlokasi di Lapangan Hop 

1. “Targetnya sama, yakni Desember,” ujar dia. (*)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                          



 

2 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

Sumber berita:  

1. Kaltimpost, Tugu PKK di Tanjung Laut Sudah 50 Persen, 02/11/24 

  

Catatan: 

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

diatur bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi:  

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 

wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;  

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 

d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.  

  


